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KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja
outsourcing Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dirasa masih kurang,
karena peran yang dilakukan tidak berjalan efektif. Hal ini terjadi karena
kurangnya kerjasama antara pengusaha dan Pemerintah Daerah Kabupaten
Bantul. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan peran Pemerintah
Daerah Kabupaten Bantul dalam memberikan perlindungan terhadap hak-
hak pekerja outsourcing antara lain:
1. Pengawasan dilakukan Pemerintah Kabupaten Bantul terhadap:
a. ljin operasional dari perusahaan pemberi pekerjaan dan perusahaan
penerima pekerjaan (user).
Pengawasan ini tidak berjalan efektif karena dari pihak perusahaan
tidak semuanya berbadan-hukum.sesuai_dengan persyaratan yang
terdapat dalam Keputusan Menteri Tenagakerja dan Transmigrasi
Nomor: KEP/101/MEN/V1/2004 Tentang Tata Cara Perijinan
Penyedia Jasa Pekerja/Buruh
b. Penempatan pekerja
Pengawasan yang berkaitan dengan penempatan pekerja ini
dilakukan karena pekerja outosurcing tidak boleh ditempatkan

pada jenis pekerjaan yang sama dengan pekerja/buruh yang bukan



outsourcing. Menurut Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Nomor: KEP/220/MEN/X/2004 Tentang Tata Syarat-
Syarat _Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerja Kepada
Perusahaan Lain terutama pada Pasal 6 disebutkan

1) pekerjaan harus dipisahkan dari pekerjaan utama

2) dilakukan dengan perintah langsung dari pemberi pekerjaan

3) merupakan suatu pekerjaan yang menunjang pekerjaan utama
4) tidak menghambat proses produksi

pengawasan terhadap penempatan pekerja ini dilakukan melalui
pengawasan terhadap perjanjian penempatan pekerja. Karena
dalam perjanjian penempatan tersebut seharusnya memuat jenis
pekerjaan, upah dari pekerja. Melalui pengawasan ini maka hak
dari pekerja.akan terlindungi. Tetapi pelaksanaan dari pengawasan
ini kurang berjalan efektif karena dari perusahaan enggan untuk
memberikan laporan, dan dari Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi.tidak maksimal._dalam _melaksanakan = fungsi
pengawasan ini.

2. Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi Kabupaten Bantul dilakukan tidak hanya kepada
pekerja/buruh tetapi juga terhadap pencari kerja. pembinaan ini
dilakukan dengan melakukan pengarahan kepada para pencari kerja

termasuk juga mengenai outsourcing. Pengarahan mengenai



outsourcing adalah mengenai kelebihan dan kekurangan dari

outsourcing.

Namun _peran-peran tersebut kurang berjalan efektif karena
kurangnya kesadaran dari pengusaha dan Pemerintah Kabupaten Bantul.
Pengusaha dan pekerja tidak mempunyai kesadaran untuk memberikan
laporan mengenai kegiatan mereka kepada pemerintah. Sedangkan
Pemerintah Kabupaten Bantul kurang berpartisipasi aktif atau pemerintah
Kabupaten Bantul hanya menunggu adanya laporan dari pengusaha
ataupun pekerja. Seharusnya dengan petugas minim Dinas Tenaga Kerja
dan Transmigrasi harus tetap melaksanakan fungsi atau peran dari Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

B. Saran

1. Pemerintah Kabupaten Bantul seharusnya lebih aktif lagi dalam
memberikan perlindungan terhadap hak pekerja outourcing dengan
melakukan pengawasan langsung terhadap kegiatan dari perusahaan
baik itu perusahaan penerima pekerjaan outsourcing ataupun-pemberi
pekerjaan outsourcing.

2. Pemerintah Kabupaten Bantul membuat suatu produk hukum yang
berupa peraturan daerah yang mengatur tentang outsourcing di
Kabupaten Bantul. Peraturan daerah ini berisi tentang pembatasan-
pembatasan dalam pelaksanaan perjanjian kerja outsourcing dan juga
mengatur hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak dalam

perjanjian outsourcing Peraturan ini memang hanya berlaku bagi



wilayah Kabupaten Bantul namun dengan adanya peraturan ini maka

dari pihak pengusaha dan pekerja masing-masing mengetahui hak dan
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